
BAB II 

TINJAUAN UMUM PEMBERIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS ATAS 

SELURUH HARTA KEKAYAAN TANPA ADANYA PERSETUJUAN 

SESAMA AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF  

KOMPILASI HUKUM ISLAM 

A. Tinjauan Hibah pada Umumnya 

1. Pengertian Hibah 

Hibah berasal dari Bahasa Arab yang secara etimologis berarti 

melewatkan atau menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Hibah 

merupakan salah satu contoh akad tabarru, yaitu akad yang dibuat tidak 

ditunjukan kepada orang lain secara cuma-cuma.  

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi 

memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa 

mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan 

menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi 

tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka perlu lebih 

dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan 

ulama.  

Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah 

pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. (Fokusmedia, 2007, 

hlm. 56) 



Hibah menurut hukum positif diatur dalam KUH Perdata, hibah diatur 

dalam Pasal 1666 yaitu :  

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di 
waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat 
ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan 
penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang 
tidak mengakui lain-lain hibah-hibah di antara orang-orang yang 
masih hidup.” 
 

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa hibah 

merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung 

tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri 

kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah 

akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang 

kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian 

sedikit pun.  

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka 

kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. (Dahlan, 1997, 

hlm. 570) Para ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki) sepakat mengatakan 

bahwa hukum hibah adalah sunah, hal ini berdasarkan firman Allah dalam 

Al-Qur‟an surat al-Nisaa ayat 4 yang berbunyi :  

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian 
jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin 
itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian 
itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” 
 

Surat Al-Baqarah ayat 177, yang artinya : 

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 
suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah 
beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-



kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada 
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir 
(yang memerlukan pertolongan) dan orang- orang yang 
meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang 
menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang 
sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. 
mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka 
Itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah : 177) 
 

2. Dasar Hukum Hibah  

Dalam al-Qur’an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks 

pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan- Nya (para nabi) dan 

menjelaskan sifat Allah memberi karunia. Untuk itu mencari dasar hukum 

tentang hibah dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar 

seseorang memberikan Sebagian rekinya kepada orang lain. (Roziq, 2003, 

hlm. 468) 

Dalam hadist diriwayatkan oleh Ahmad dan Halid bin Adi, bahwa 

Rasulullah telah bersabda : (Rasjid, 2007, hlm. 327) 

“Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya 

bukan karena mengharapkan dan meminta-minta, maka 

hendaklah ia menerima dan tidak menolaknya, karena 

merupakan rezeki yang diberikan Allah kepadanya.” 

Berdasarkan al-Qur’an dan sunnah rasul tidak mewajibkan pemilik 

harta untuk melakukan hibah, namun Allah dan rasulullah mengajarkan 

kepada orang muslim untuk memiliki akhlak yang mulia, saling menolong 

kepada sesamanya dalam hal kebaikan.  



Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf g Hibah merupakan 

pemberianasuatu benda secara sukarela dan tanpa kompensasi dari 

seseorang kepada orang lain yang masih hidupauntuk dimiliki. (Manan, 

2006, hlm. 133) Dalam ensiklopedia Islam telah dijelaskan tentang 

pengertian hibah yaitu berasal dari BahasaaArab yang berarti Wahaba, yang 

menurutnya artinya adalah memberi kelebihan kepada oranglain baik dalam 

bentuk barang ataupun bukan dalam bentuk barang.  

Hibah juga diatur dalam pasal 1666 KUHPer, yakni :  

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di 
waktu hidupnya, dengan cuma-Cuma dan dengan tidak dapat 
ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si 
penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang 
tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara 
orang-orang yang masih hidup.” 
 

3. Macam-macam Hibah 

Adapun macam-macam hibah, diantaranya : (Hamidy, 2005, hlm. 

198) 

a. Hibah Bersyarat Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti 

syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada 

pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun 

hibahnya itu sendiri sah. Seperti seorang yang menghibahkan sebidang 

tanah kepada orag lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh 

mengharap tanah tersebut tanpa seizing pihak penghibah, persyaratan 

yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah;  

b. Hibah 'Umra Atau Hibah Manfaat Yaitu hibah bersyarat dalam bentuk 

bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik 



penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah 

meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak 

penghibah. Jenis transaksi ini lebih tepat disebut sebagai ariah 

(pinjaman) dan hal ini boleh dilakukan;  

c. Hibah Ruqbah Adalah pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka 

harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka 

harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka 

harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Misalnya seseorang 

penghibah berkata bahwa "rumah ini dibrikan kepadamu dan akan 

menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu, ini berarti bila pihak 

yang menerima hibah meniggal dunia terlebih dahulu maka benda yang 

dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah. Sama dengan 

'umra jenis ini juga dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW; dan  

d. Dari Jabir r.a. yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Abu Daud, 

Nasa'I, dan Ibnu Majah, beliau mengatakan bahwa dikatakan bahwa 

Rasulullah SAW. Telah bersabda :  

“Umra itu boleh dilakukan oleh siapa yag sanggup  melakukannya 

dan ruqbah itu juga boleh dilakukan oleh orang yang sanggup 

melakukannya."  

4. Syarat dan Rukun Hibah 

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu 

dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun 

terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 



rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan 

syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan 

dilakukan. Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut Bahasa, syarat 

adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain sebagai tanda 

untuk melazimkan sesuatu. (Muchtar, 1995, hlm. 34) 

Para Ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku 

hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada tiga : (Rusyd, 1998, hlm. 

245) 

a. Orang yang menghibahkan (al- Wahib); 

b. Orang yang menerima (al-mauhub lah); 

c. Pemberiannya (al-hibah). 

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang 

itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan 

cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena 

mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum.  

Syarat-syarat untuk melakukan hibah menurut hukum Islam diatur 

dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : 

a. Orang tersebut telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;  

b. Harus berakal sehat; 

c. Tidak ada paksaan; 

d. Penghibahan sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) dari harta 

bendanya kepada orang lain atau lembaga; 



e. Hibah diberikan dihadapan dua orang saksi; dan 

f. Barang yang dihibahkan adalah milik penghibah sendiri.  

Dalam hukum Islam menurut Sayid Sabiq, syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar suatu hibah sah adalah : (Rasjid, 2007, hlm. 155) 

a. Syarat-syarat bagi penghibah : 

1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah dengan demikian 

tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.  

2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh suatu 

alasan.  

3) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum 

(dewasa dan tidak kurang akal).  

4) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.  

b. Syarat-syarat penerima hibah :  

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada 

waktu hibah dilakukan. 

c. Syarat-syarat menyangkut benda yang dihibahkan haruslah memenuhi 

persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 

1) Benda tersebut benar-benar ada dan merupakan miliknya pemberi 

hibah; 

2) Benda tersebut mempunyai nilai;  

3) Benda tersebut memiliki zatnya, diterima peredarannya dan 

pemilikannya dapat dialihkan; dan 



4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada 

penerima hibah. 

Dalam literatur fiqh tidak ada keterangan tentang ketentuan bahwa 

dalam akad hibah terdapat suatu syarat agar dalam pelaksanaannya hibah 

harus disiapkan alat-alat bukti, saksi atau surat-surat autentik yang menjadi 

syarat sahnya perjanjian. Demikian ini dapat dimengerti sebab dalam 

AlQur'an sendiri menganjurkan muamalah yang dilakukan secara tunai. 

Akan teapi walaupun demikian sebaiknya dalam hal pelaksanaan perjanjian 

keperdataan yang termasuk hibah sebaiknya terdapat alat bukti, sebab 

dengan adanya alat bukti itu akan menimulkan kemantapan dan 

perlindungan hukum bagi yang menghibahkan maupun bagi yang 

memberikan hibah. Jika dikemudian hari terjadi perkara dalam 

permasalahan hibah maka dengan adanya alat-alat bukti perkara tersebut 

akan mudah diselesaikan. Tentunya yang membutuhkan alat-alat bukti 

adalah pemberian yang berhubungan dengan benda yang tidak bergerak 

tetapi bernilai atau mempunyai nilai yang tinggi seperti: permata, emas, 

tanah, dan lain-lain.  

5. Hukum Pembagian Harta Hibah 

Diantara para ulama hukum Islam ada yang berpendapat bahwa 

seorang pemilik harta boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang 

lain, sedangkan sebagian pentahqiq lain seperti mazhab Hanafi melarang 

seorang pemilik harta untuk menghibahkan semua hartanya kepada orang 



lain meskipun di dalam kebaikan. Mereka beranggapan orang yang berbuat 

demikian itu seperti orang bodoh yang wajib dibatasi tindakannya.  

Dengan adanya perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli 

hukum Islam tersebut, maka akan memperkaya wawasan masyarakat Islam 

di Indonesia dalam hal hibah. Pendapat pertama membolehkan 

menghibahkan seluruh harta dari ahli waris. Sedangkan mazhab Hanafi 

melarang untuk memberikan seluruh harta hibah karena di atas itu masih 

ada hak dari ahli waris.  

Oleh karena dalam harta hibah tersangkut hak dari ahli waris, maka 

pembatasan harta hibah boleh dilakukan oleh seorang pemberi hibah kepada 

pihak penerima hibah tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian saja.  

Dalam hal ini dapat dibedakan dua hal; jika hibah itu diberikan kepada 

orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar 

hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan 

kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir 

tidak memperbolehkannya. (Rasjid, 2007, hlm. 164) 

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh 

dilakukan 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua 

kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan 

dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak 

terjadi perpecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh Hukum Islam 

adalah sesuai kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang 

dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan; bahwa orang yang 



menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak 

bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap 

tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang 

batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. 

Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak 

keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam 

syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi menjaga dirinya dan diri 

masing- masing untuk menyejahterahkan keluarga.  

B. Tinjauan Tentang Hukum Waris 

1. Pengertian Hukum Waris 

Secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses 

perpindahan harta pusaka peninggalan si mayit kepada ahli warisnya. 

Warits adalah orang yang mewarisi. Muwarrits adalah orang yang 

memberikan waris (mayit). Al-Irts adalah harta warisan yang siap dibagi. 

Warasah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Tirkah 

adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal. (Hasbiyallah, 2007, 

hlm. 1) 

Ilmu waris juga sering disebut ilmu Faraidh. Secara etimologi kata 

“Faraid” yang merupakan jamak (plural) dari Faridhah dengan makna 

Ma’ruf (objek) mafrud berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Secara 

istilah disebutkan bahwa hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah 

ditentukan secara pasti dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. (Syarifuddin, 

2012, hlm. 41) 



2. Dasar Hukum Waris 

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama 

(Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah 

Nabi. Ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang secara langsung 

mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Ayat-ayat Al-Qur’an QS. An-Nisa ayat 7 Artinya:  

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) 

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau 

banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” 

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan 

utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun 

perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan 

pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang 

mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa 

jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa 

yang dapat diwariskan. (Wahid, 2009, hlm. 12) 

b. Al-Hadis, Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur 

tentang kewarisan, Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang 

diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi yang Artinya : (Tirmidzi, 2005, hlm. 31) 

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah 
menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian 
fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, 



maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat 
(nasabnya)." 
 

Ada pula menurut  Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut 

riwayat Imam Muslim yang artinya :  (Baqi, 1995, hlm. 44) 

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu 
Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah 
lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, 
sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami 
Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin 
Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari 
orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang 
Muslim. (1614).” 
 
Pengertian Hukum Waris Hukum waris merupakan salah satu bagian 

dari hukum perdata, belu terdapat kodifikasi. Hal ini berati bahwa bagi 

berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlku hukum yang 

berbedabeda, seperti:  

a. Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada 

masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda; 

b. Hukum waris Islam, bagi mereka yang bneragama islam (sebagian 

penduduk Indonesia yang beragama islam). Hukum waris islam ini 

diatur dalam instruksi Presiden No;1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI); 

c. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata 

Barat, berlaku ketentua dalam KUHPerdata (BW). 

Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:  

a. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 

KUHPerdata); dan 



b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara 

limitative oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 

KUHPerdata). 

3. Macam-Macam Hukum Waris 

Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beraneka ragam sistem 

Hukum Kewarisan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Pertama, 

sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh 

bentuk etnis di pelbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, pada 

beberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat 

berlaku bagi semua orang bumi putera (Indonesia asli), terkecuali mereka 

yang telah masuk suatu golongan hukum lain. Tergolong juga mereka yang 

dahulu golongan hukum lain tetapi sejak lama dianggap atau diterima 

sebagai orang bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi seseorang 

Indonesia asli yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah 

menentukan hukum lain. (E.Utrecht, 1983, hlm. 167) 

Terdapat juga hukum adat Timur asing yang tunduk pada peraturan 

ini adalah orang Asia lain, misalnya orang Tionghoa, orang Arab, orang 

India, orang Pakistan. Hukum adat Timur asing tidak berlaku bagi seseorang 

Timur Asing yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan 

hukum lain.  

Kedua, sistem hukum kewarisan Islam yang juga terdiri atas berbagai 

macam aliran serta pemahamannya, khususnya dalam skripsi ini akan 

membahas yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.  



Ketiga, sistem kewarisan perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam 

BW atau KUHPerdata, yang berlaku bagi : 

a. Orang Belanda; 

b. Orang lain yang berasal dari Eropa (misalnya, seorang Jerman, seorang 

Inggris); 

c. Orang Jepang dan orang lain yang tidak termasuk sub a atau sub b tetapi 

juga tunduk pada suatu hukum keluarga yang asas-asasnya dalam garis 

besar seperti asasasas hukum keluarga yang terdapat dalam 

KUHPerdata (hukum keluarga Belanda yang berdasarkan asas 

monogami) misalnya, seorang Amerika, seorang Australia; dan 

d. Mereka yang lahir sebagai anak dari mereka yang disebut pada sub a, b, 

c, dan keturunan mereka.  

4. Unsur-Unsur Kewarisan 

Ada 3 (tiga) unsur pewarisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), 

yakni:  

a. Pewaris Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggal, 

meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Pasal 171 butir b Kompilasi 

Hukum Islam menjelaskan bahwa : 

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan 

beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta 

peninggalan.” 



Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada jika yang bersangkutan 

meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris.  

b. Ahli Waris Dalam Pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan 

bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 

menjadi ahli waris; 

c. Harta Warisan Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta 

peninggalan dan harta waris. Dalam Pasal 171 butir d Kompilasi Hukum 

Islam yang menyatakan bahwa : 

“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, 

baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-

haknya.” 

Dan pada Pasal 171 butir Kompilasi Hukum Islam : 

“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 

bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit 

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), 

pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.” 

Sesuai dengan unsur-unsur pewarisan, dalam KUHPerdata terdapat 

juga ahli waris yaitu orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Pada 

dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris. 

Orangorang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris adalah :  



a. Mereka yang telah telah dihukum karena dipersalahkan telah 

membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang 

meninggal (Pasal 838 ayat (1) KUHPerdata); 

b. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah 

telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu 

pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan 

hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat 

(Pasal 838 ayat (2) KUHPerdata); 

c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang 

meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya Pasal 838 

ayat (3) KUHPerdata); dan 

d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat 

wasiat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUHPerdata).  

Selain menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut KUHPerdata 

terdapat pula hukum waris adat. Sampai saat ini, hukum waris adat pada 

masing-masing daerah di Indonesia masih diatur berbeda-beda. Misalnya: 

ada hukum waris adat Minangkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris 

adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, dan sebagainya. Hukum adat juga 

melihat dari garis keturunan, apakah garis keturunan dari ibu (Matrilineal), 

garis keturunan dari bapak (Patrilineal) dan garis keturunan dari keduanya 

Ibu dan Bapak (Parental) Unsur-unsur Hukum Waris Adat :  

a. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 

sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, baik 



keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga 

melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta 

kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan 

keluarga yang diberikan oleh ahi waris melalui pembagiannya. Oleh 

karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah : (Z. Ali, 2008, hlm. 

2) 

1) Orang tua (ayah dan ibu); 

2) Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah 

berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan; dan 

3) Suami atau istri yang meninggal dunia. 

b. Harta warisan : adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang 

yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut 

hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang 

bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan 

yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta 

pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan 

harta bawaan. Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa 

perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Menurut hukum 

adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta 

pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah 

mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur. Harta 

asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh 

pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan 



bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari : 

(Wicaksono, 2011, hlm. 156–157) 

1) Harta peninggalan Harta asal adalah semua harta kekayaan yang 

dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam 

perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. 

Harta asal itu terdiri dari : 

a) Peninggalan yang tidak dapat dibagi. Biasanya berupa benda 

pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan 

milik bersama keluarga; 

b) Peninggalan yang dapat terbagi Akibat adanya 

perubahanperubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan 

keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah 

dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka 

dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas 

pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya 

menjadi perseorangan. 

2) Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan 

didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena 

hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh 

seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami istri 

bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi 

secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda 

bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian 



sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya 

pernikahan; 

3) Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun istri, 

karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai 

bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. 

Harta asal yaitu sebagai harta bawaan yang isinya berupa harta 

peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk menjadi harta 

perkawinan yang akan menjadi harta warisan; 

4) Harta pencarian adalah harta yang didapat suami istri selama 

perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun istri; dan 

5) Hak kebendaan, Apabila seseorang meninggal dimungkinkan 

pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa 

hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada  

5. Hibah Kaitannya dengan Waris 

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitingkan sebagai 

waris sesuai dengan pasal 211 KHI. Telah dikemukakan bahwa perbedaan 

pendapat tentang status hukum orang orang tua melebihkan hibah kepada 

satu anaknya, tidak kepada orang lain. Yang terpenting dalam pemberian 

hibah tersebut adaah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan 

anak-anak yang ada. Ini penting, agar tidak terjadi perpecaha dalam 

keluarga. Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya 

sesuai dengan petunjuk Rasullullknya bagah SAW. Hendaknya bagian 

mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka 



saling menyetujuinya. Dengan demikian dapat tegaskan bahwa pemberian 

hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. 

Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara di pendapat dianggap 

sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Disatu sisi 

menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah 

ditempuh cara hibah, justru sebelum pewaris meninggal dunia.  

Apabila kompilasi menegaskan demikian, tampaknya didasari oleh 

kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu 

yang aneh, apabila pembagian harta warisan dilakukan, akan menimbulkan 

penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaian dalam bentuk 

gugatan dipengadilan. Seperti kata Umar Ibnu Al Khatab :  

“Kembalikan keputusan itu diantara sanak keluarga, sehingga 

merekamembuat perdamaian, karena sungguhnya putusan 

pengadilan itu menyakitkan hati penderitaan.” 

Terkadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan 

perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, 

ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi iba 

meninggal. Perjanjian semacam ini disebut pengunduran diri (takaruj). 

Persoalannya sekarang, perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang 

diberikan seorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, 

ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki impikasi hukum yang 

berbeda pertama, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat 

tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya yang lain, atau 



diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti Umar Ibnu Al 

Khatab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya haris melibatkan 

pengadilan. Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, 

maka menurut petunjuk Rasulullah pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan 

oleh tindakan Nabi ” jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan 

pemberian yang sama, maka tarik kembali”.  

Yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan hibah adalah 

persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan bukti autentik. Ini 

dimaksudkan agar dikemudian hari ketika memberi hibah meninggal dunia, 

tidak ada anggota keluarga atau ahli waris yang mempersoalkannya karena 

ada iktikat yang kurang atau tidak terpuji. Bagi warga negara Indonesia 

yang berada dinegara asing, dapat membuat surat dihadapan konsulat atau 

Kedutaan Rupublik setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan 

ketentuan pasal ini (ps 214 KHI). Masalah teknis pelaksanaan hibah, 

prinsipnya sama dengan wasiat. Bedanya, hibah adalah peralihan pemilikan 

dapat dilakukan setelah penerima setuju dan menyatakan penerimaannya, 

sementara dalam wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.  

 

C. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

Dengan dikeluarkanya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. 

Pasalnya dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan; ada empat 

lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, perdilan agama, 



peradialan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausula pada undang- 

undang tesebut scara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan 

peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrin Agama. Oleh karena 

itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-

pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia.  

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang 

semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan 

diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan 

Peradilan Agama. (H. Abdurrahman, 1994, hlm. 76–77) 

Namun pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan dengan 

sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai sebuah institusi peradilan 

agama seharusnya dalam memutuskan perkara juga mempunyai sumber hukum 

materiil yang tentunya juga harus bersumber pada hukum Syara’. Sebelum 

adanya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama disemua tingkatan 

Peradilan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang 

Perkawinan yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber 

hukum materiil. Selain itu dalam memutuskan perkara para Hakim dilingkungn 

Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk mengggunakan kitab-

kitab mu’tabar sebagai pedoman rujukan hukum.  

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 

Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 

Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah 



diluar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa 

untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara 

maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dianjurkan agar 

mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini : 

1. Al Bajuri; 

2. Fathul Muin dengan Syarahnya; 

3. Syarqawi alat Tahrir; 

4. Qulyubi/Muhalli; 

5. Fathul Wahab dengan Syarahnya; 

6. Tuhfah; 

7. Targhibul Musytaq; 

8. Qawaninusy Syar’iyah Lissayyid Usman bin Yahya; 

9. Qawaninusy Syar’iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan; 

10. Syamsuri Lil Fara’idl; 

11. Al Fiqh ‘alal Muadzahibil Arba’ah; dan 

12. Mughnil Muhta. 

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, 

namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah 

kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama.  

Menurut Bustanul Arifin yang dikutib Abdurrahman dalam bukunya 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaaskan bahwa dasar keputusan 

Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya 

pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara 



mempertanyakan pemakain kitab/pendapat yang tidak menguntungkanya itu, 

seraya menunjuk kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. 

Bahka diantara ke 13 kitab pegangan itu jarang digunakan sebagai rujukan dan 

sering pula terjadi perselisihan diantara para hakim perihal kitab mana yang 

menjadi rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, 

sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai pendapat 

pengadilan meskipun Hakim tidak menutup kemungkinan setuju dengan 

pendapat pengarang sebuah buku (doktrin hukum) yang mempengaruhi 

putusannya. 

Di samping masih adanya tarik ulur dalam memahami kitab fiqh. (Usman, 

2001, hlm. 44–45) Kalau kita cermati secara seksama dari 13 rujukan kitab yang 

disarankan, kesemuannya lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari kitab-

kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi’i. Kecuali 

untuk kitab nomor 12 yang termasuk kedalam kitab komparatif (perbandingan 

madzhab). Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali 

kitab nomor 8 yang ditulis dalam Bahasa Melayu Arab. (Usman, 2001, hlm. 22) 

Kondisi sosial semacam itu yang membuat para tim perumus Kompilasi 

Hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku untuk memecah 

kebuntuan kondisi tersebut. Selaian alasan itu, pemerintah juga memberikan 

alasan tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam penting untuk dirumuskan. 

Didalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan 

Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 

1985 tentangPenunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam 



melalaui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi 

Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini 

diadakan oleh pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan 

Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 

No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana 

Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, yaitu : 

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di 

Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan 

Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di 

Pengadilan Agama;  

2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek 

pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu 

membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat 

Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. 

Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam 

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang 

disusunnya KHI, yakni:  

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang 

Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang 

menjamin kelangsungan hidup beragamaberdasarkan Ketuhanan Yang 



Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaranhukum 

masyarakat dan bangsa Indonesia; 

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- 

ketentuan PokokKekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,Peradilan Agama mempunyai 

kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai 

peradilan negara; 

3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama 

adalah Hukum Islam yangpada garis besarnya meliputi bidang-bidang 

hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukumPerwakafan.Berdasarkan 

Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor 

B/I/735 hukumMateriil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang 

hukum tersebut di atas adalah bersumberpada 13 kitab yang kesemuanya 

madzhab Syafi’I; 

4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukummasyarakat semakin 

berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk 

diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, 

memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya 

membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama,fatwa para 

ulama maupun perbandingan di negara-negara lain; dan 



5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu 

dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat 

dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama 

sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang 

diajukan kepadanya.  

Demikian beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan dengan 

latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam yang permasalahannya 

bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama. 

Namun bukan berarti alasan yang dikemukakan diatas diterima secara serta 

merta.  

Seperti Marzuki Wahid dan Rumadi dalam bukunya Fiqh Madzhab 

Negara menyebutkan bahwa KHI merupakan akumulasi dari konfigurasi politik 

hukum Islam di Indonesia sebagai akibat pengaruh dari konfigurasi politik yang 

dimainkan Orde Baru. (Rumadi, 2001, hlm. 154–155) 

Lebih jauh lagi, Marzuki Wahid dan Rumadi menjelaskan sedikitnya ada 

empat faktor dominan dari politik hukum orde baru yang turut mempengaruhi 

politik hukum Islam dalam pembentukan KHI. Keempat faktor dimaksud 

merupkan prinsip-prinsip dan landasan pembangunan hukum Orde Baru, baik 

dalam tataran konseptual maupun operasional. Faktor-faktor itu adalah sebagai 

berikut : (Rumadi, 2001, hlm. 164) 

1. Idiologi Pancasila; 

2. Visi Pembangunanisme; 

3. Dominasi negara atas masyarakat; dan 



4. Wawasan pembangunan hukum nasional, yaitu wawsan Bhineka Tunggal 

Ika. 

Apa yang dikemukakan Marzuki Wahid dan Rumadi tidak bisa kita 

kesampingkan. Meski pada masa rezim Soeharto secara praktis empiris hukum 

Islam mempunyai kedudukan dalam tata hukum nasional, atau bahkan secara 

formal posisinnya lebih baik. Namun seperti apa yang kita ketahui rezim 

Soeharto menggunakan segala cara utuk melanggengkan setatus quo 

kekuasaannya, tak terkecuali dalam bidang hukum. Belum lagi sikap 

pemerintah terhadap masyarakat muslim yang sangat kontras ketika awal 

pemerintahan dan dekade delapan puluhan. Ketika dekade delapan puluhan 

sikap pemerintah mulai melunak dibandingkan dengan awal pemerintahan.  

Hal ini dapat dilihat dari didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia (ICMI) yang langsung dibentuk oleh Presiden Soeharto sendiri, 

pembangunan masjid-masjid yang tersebar diseluruh Indonesia, lolosnya 

Undang-undang Peradilan Agama, pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), 

pelegalan jilbab di sekolah dan di dekade yang sama pula pemerintah membuat 

tim untuk menyusun proyek KHI. Kadaan semacam ini tentu jauh berbeda 

dengan apa yang dirasakan masyarakat muslim ketika awal pemerintahan Orde 

Baru.  

Secara konstelasi/politik latar belakang disusunnya KHI tak lepas dari 

kepentingan pemerintah itu sendiri, meski disisi lain hukum juga tidak akan 

hidup tanpa campur tangan pemerintah (kekuasaan). Secara normatif/pragmatis 

apa yang dikemukakan oleh tim penyusun KHI dan pemerintah memang benar 



adanya. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah ketika dirasa sangat 

perlu adanya sebuah keseragaman dalam memutuskan perkara di Peradilan 

Agama. Pemerintah yang disini diwakili oleh tim pembentukan Mahkamah 

Agung dan Menteri Agama mengambil term kompilasi yang tidak ada kejelasan 

baik dalam terminologi hukum maupun praktik empiris peraturan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


